RANCANGAN

BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 207 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Rawas Utara telah
menyetujui Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukkan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5429);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6.Peraturan Pemerintah .............
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Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019
Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
Tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 210/P/2021 tentang Sekolah Penerima
Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan
Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021;
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
321/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
390/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas Utara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 12);

Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 65 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Rawas
Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Dengan Persetujuan............
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN
ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagai berikut:

1 Pendapatan Daerah Rp. 883.047.974.703,-
2 Belanja Daerah Rp. 883.064.768.638,-
Surplus / Defisit Rp. (16.793.935),-
3 Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 16.793.935,-
b. Pengeluaran Rp. 0,-
Pembiayaan Neto Rp. 16.793.935,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0,-

(1)

(2)

(3)

(4)

Tahun berkenaan

a.

b.

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Pendapatan Asli Daerah Rp. 44.409.500.000,-
Pendapatan Transfer Rp. 809.908.074.703,-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 28.730.400.000,-

C.

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a.
b.
c.
d.

Pajak Daerah Rp. 8.300.000.000,-
Retribusi Daerah Rp. 859.500.000,-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 1.500.000.000,-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah  Rp. 33.750.000.000,-

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a.
b.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 701.412.210.627,-
Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 108.495.864.076,-

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan
a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 65.700.000.000,-

Pasal 3 .............
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Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Operasi Rp. 504.547.603.825.-
b. Belanja Modal Rp. 227.871.664.340,-
c. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.079.365.173,-
d. Belanja Transfer Rp. 148.566.135.300,-
Pasal 4
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 16.793.935,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya Rp. 16.793.935,-

b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0,-

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembayaran
Jatuh Tempo

Uraian lebih lanjut

Cicilan Pokok Utang yang
Rp. 0,-

Pasal 5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

2.

® N

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD Menurut Akun Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegaiatan, Sub Kegiatan,
Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Daerah dan Kesesuain Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah

Daftar Penyertaan Modal Dearah dan Investasi Daerah
Lainnya

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah
10.Daftar Perkiraan ..............
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10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-
Lain

11. Lampiran XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran Yang Direncanakan

12. Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan

13. Lampiran XIIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal September 2021
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

ALWI ROHAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021

NOMOR :
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: (...../....))



